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ABSTRAK 

KONTRIBUSI REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI 

LAMPUNG TAHUN 2020-2022 

OLEH  

INDRI OKTAFIANI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh realisasi pajak 

kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengetahui 

berapa besar capaian persentase pendapatan asli daerah (PAD). Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) 

Provinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukan bahwa realisasi pajak kendaraan 

bermotor pada tahun 2020-2022 berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Provinsi Lampung serta realisasi penerimaan pajak kendaraan 

bermotor pada tahun 2020-2022 masih bersifat fluktuatif (berubah-ubah). Hasil 

penelitian ini juga menunjukan bahwa hasil capaian persentase Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) pada tahun 2020-2022 sudah teratur, tetapi realisasinya belum 

mencapai target pendapatan asli daerah (PAD). Pada tahun 2020 persentase 

realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 95,95%, tahun 2021 

persentasenya meningkat menjadi 97,40%, pada tahun 2022 persentase realisasi 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat pesat mencapai 97,57%. 

Kata kunci : pengaruh, pajak kendaraan bermotor, pendapatan asli daerah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011, 

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan menjadi 

sumber pendanaan yang penting bagi daerah dalam mendukung penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dan kesinambungan pembangunan daerah dalam kerangka 

otonomi daerah. Pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup besar untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

Sumber pendapatan asli (PAD) daerah berasal dari Pajak Daerah, Retribusi 

Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain-lain PAD 

yang Sah. Adanya sumber pendapatan asli daerah (PAD) berperan penting dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut serta dapat membantu 

pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik seperti pembangunan 

infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan juga keamanan. 

Pajak Daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu Pajak Provinsi dan Pajak 

Kabupaten, dimana yang termasuk dalam pajak provinsi yaitu pajak kendaraan 

bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan 

bermotor, pajak air permukanaan, dan pajak rokok. Sedangkan yang termasuk 

dalam pajak kabupaten yaitu pajak hotel, pajak restotan, pajak hiburan, pajak 

reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak 

parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangun dan 

perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 
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Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu sumber pendapatan bagi 

pemerintah daerah yang memberikan kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah 

(PAD), realisasi pajak kendaraan bermotor menentukan tingkat pendapatan yang 

diterima oleh pemerintah daerah, jika realisasi pajak kendaraan bermotor tinggi, 

maka pendapatan daerah akan meningkat. 

Penulis tertarik dengan judul laporan akhir mengenai salah satu objek 

pajak yang ada pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) provinsi Lampung 

yaitu pajak kendaraan bermotor, dikarenakan ingin mengetahui apakah realisasi 

pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, serta 

Realisasai Penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2020-2022 masih bersifat 

fluktuatif (berubah-ubah) sehingga membuat penulis tertarik terhadap 

permasalahan apa yang membuat realisasi penerimaan pajak kendaran bermotor 

tersebut berubah-ubah pada tahun tersebut. 

GRAFIK TARGET DAN REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 
TAHUN 2020-2022 

Gambar 1. 1 Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020-2022
   Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung(data diolah 2023) 

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat Kondisi Realisasi Penerimaan 

Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 
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dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan dan peningkatan  setiap tahunnya. 

Pada tahun 2020 pajak kendaraan bermotor memperoleh realisasi penerimaan 

dengan persentase sebesar 109, 2%, kemudian pada tahun berikutnya yaitu 2021 

realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan dengan 

persentase sebesar 98,92%, lalu pada tahun 2022 realisasi penerimaan Pajak 

Kendaran Bermotor mengalami peningkatan dengan persentase sebesar 102,71%. 

Adanya realisasi penerimaan Pajak Kendaraan bermotor  sangat 

berdampak terhadap Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung, 

dengan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor yang tinggi akan membuat 

BAPENDA Provinsi Lampung menerima pendapatan yang lebih besar dari 

kendaraan bermotor, pemerintah daerah provinsi dapat menggunakan dana 

tersebut untuk pembangunan daerah. Jika penerimaan pajak kendaraan bermotor 

turun secara signifikan, maka pendapatan BAPENDA Provinsi Lampung akan 

turun dan akan berdampak terhadap keuangan daerah Provinsi Lampung.  

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bahwa realisasi pajak kendaraan bermotor berpengaruh  terhadap 

pendapatan asli daerah (PAD). Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “ Kontribusi Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020-2022 Pada Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Lampung” 
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1.2 Identifikasi Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini yaitu : 

1. Berapa Besar Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 

Pada Badan Pendapatan Daerah  Provinsi Lampung Tahun 2020-2022? 

2. Apakah Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung Pada Tahun 2020-

2022? 

3. Berapa Besar Pencapaian Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah  Provinsi Lampung 

pada Tahun 2020-2022? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 
 

Berdasarkan identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu diharapkan 

mencapai tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh realisasi pajak kendaraan bermotor terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung pada tahun 2020-2022. 

2. Untuk mengetahui berapa besar target dan realisasi penerimaan pajak 

kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah  Provinsi Lampung 

Tahun 2020-2022. 

3. Untuk mengetahui berapa besar pencapaian persentase realisasi 

penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Lampung pada tahun 

2020-2022. 

 



5 

 

 

1.4 Manfaat Penulisan 
 

Berdasarkan tujuan laporan akhir dalam penelitian ini penulis 

mengharapkan tercapainya manfaat pada laporan akhir ini yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang mendalam tentang Pajak 

Kendaraan Bermotor sehingga dapat mengaplikasikan teori yang dipelajari 

selama proses perkuliahan  pada dunia kerja, dan dapat dijadikan referensi 

untuk kedepannya. 

2. Bagi Pembaca 

Diharapkan dapat  menambah pengetahuan pembaca dalam memahami 

Pajak Kendaraan Bermotor serta pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli 

Daerah untuk dapat dikembangkan lebih luas. 

3. Bagi Universitas Dapat menciptakan mahasiswa yang kreatif dan 

mempunyai pengetahuan yang luas serta dapat menjadikan penelitian ini 

sebagai bahan bagi penelitian selanjutnya 

  



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Pajak 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang telah diubah 

menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan  Pemerintah Daerah,  pajak adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya 

memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro dalam (Mardiasmo, 2018) Pajak adalah iuran 

rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Menurut Dr. N. J. Feldman dalam (Resmi, 2019) mengemukakan bahwa 

pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa 

(menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya 

kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-

pengeluaran umum. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan 

sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk membiayai keperluan negara 

serta meningkatkan kesejakteraan dan juga kemakmuran rakyat. Pajak harus 
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dikelola dengan baik oleh pemerintah agar dapat memberikan manfaat yang 

optimal bagi masyarakat dikarenakan pajak memberikan peran yang sangat 

penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam membiayai 

pembangunan infrastruktur,kesehatan, dan pembiayaan pembangunan lainnya. 

2.2 Fungsi Pajak 
 

Pajak memiliki beberapa fungsi yaitu : 

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara), artinya pajak merupakan 

salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, 

baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, 

pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas 

negara.upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan 

intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan 

berbagai jenis pajak. adanya fungsi anggaran  digunakan untuk 

pembiayaan rutin ataupun pembiayaan pembangunan negara. 

2. Fungsi Regularend (Pengatur), artinya pajak sebagai alat untuk mengatur 

atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan 

ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. 

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan. 

Dengan adanya fungsi pengatur, pajak bisa digunakan untuk menghambat 

laju inflasi dan pajak juga bisa digunakan sebagai alat pendorong dalam 

meningkatkan kegiatan ekspor 

 

Berdasarkan fungsi pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki 

dua fungsi yaitu fungsi budgetair (Sumber Keuangan Negara) dan fungsi 
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regularend (Pengatur). Fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu 

sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun 

pembangunan. Sedangkan fungsi regularend artinya pajak sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan 

ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. 

 

2.3 Jenis-Jenis Pajak 
 

Menurut (Resmi, 2019) pajak dikelompokkan menjadi tiga yaitu : 

1. Menurut Golongan pajak dikelompokkan menjadi dua : 

a. Pajak Langsung merupakan pajak yang harus dipikul atau ditanggung 

sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan 

kepada orang lain atau pihak lain. 

b. Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. 

2. Menurut Sifat pajak dikelompokkan menjadi dua : 

a. Pajak Subjektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan 

keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang 

memperhatikan keadaan subjeknya. 

b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, 

baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang 

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa 

memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan 

tempat tinggal. 

3. Menurut Lembaga Pemungut pajak dikelompokkan menjadi dua : 
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a. Pajak Negara (Pajak Pusat) merupakan pajak yang dipungut oleh 

pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga negara pada 

umumnya. 

b. Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, 

baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak 

kabupaten atau kota, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 

daerah masing-masing. 

 

2.4 Pendapatan Asli Daerah 

2.4.1  Pengertian Pendapatan Asli Daerah 
 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 angka 18, 

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari 

sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan 

Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber 

pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan 

istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana komponen utamanya adalah 

penerimaan yang berasal daeri komponen pajak daerah dan retribusi daerah. 

Pendapatan Asli daerah (PAD) sendiri memiliki tujuan memberi ruang 

pada daerah dalam mendapatkan pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting bagi pemerintah daerah dalam 

membiayai kegiatan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah 

perlu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola pendapatan asli 

daerah untuk memaksimalkan pemanfaatannya dalam memajukan daerah tersebut. 

Kemampuan suatu daerah menggali pendapatan asli daerah (PAD) akan 

mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. 
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Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli 

Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam 

wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli daerah (PAD) 

bertujuan untuk memberi ruang pada daerah dalam mendapatkan pendanaan 

dalam melaksanakan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat 

penting bagi pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah. 

 

2.4.2  Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah 
 

Dasar hukum pendapatan asli daerah yaitu terdapat pada : 

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan 

Antara Pusat dan Daerah. 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

yang mengatur tentang kewenangan dan tanggung jawab pemerintah 

daerah termasuk dalam hal pengelolaan daerah. 

Dengan adanya dasar hukum diatas, Pemerintah Provinsi Lampung 

memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mengumpulkan Pendapatan Asli 

daerah (PAD) untuk membiayai pembangunan dan pengembangan daerah serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi lampung. 
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2.4.3  Sumber - Sumber Pendapatan Asli Daerah 
 

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Sumber Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 berasal dari Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain-

lain PAD yang Sah. 

Sumber-sumber yang bisa dikembangkan daerah dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah yaitu : 

1. Pajak Daerah 

Merupakan pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam Peraturan 

Daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan 

secara langsung dari pemerintah daerah. 

2. Retribusi Daerah 

Merupakan pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati 

secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah.   

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan 

Merupakan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan-badan 

usaha milik daerah maupun lembaga-lembaga lainnya yang dimiliki 

pemerintah daerah. 

4. Lain- lain  PAD yang Sah 

Merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah selain tiga jenis 

pendapatan tersebut di atas. Pendapatan ini antara lain adalah hasil 

penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan 

bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, 
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serta komisi, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan/atau jasa 

oleh daerah. 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah yaitu meliputi : 

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 

b. Jasa giro 

c. Pendapatan Bunga 

d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 

e. Komisi, potongan, atau pun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjualan, pengadaan barang , atau jasa oleh daerah. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan  bahwa sumber pendapatan asli 

(PAD) daerah berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain-lain PAD yang Sah. Adanya sumber 

pendapatan asli daerah (PAD) berperan penting dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi di daerah tersebut serta dapat membantu pemerintah daerah dalam 

meningkatkan pelayanan publik seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, 

pendidikan, dan juga keamanan. 
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2.5 Pajak Daerah 
2.5.1  Pengertian Pajak Daerah  
 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah,  Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada 

daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011, 

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan menjadi 

sumber pendanaan yang penting bagi daerah dalam mendukung penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dan kesinambungan pembangunan daerah dalam kerangka 

otonomi daerah. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemungutan 

pajak daerah oleh pemerintah kabupaten/kota kepada masyarakat pada dasarnya 

bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan untuk 

melaksanakan pembangunan di daerahnya. Upaya lain yang dilakukan adalah 

dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang memiliki potensi yang 

cukup besar sehingga dapat dipungut pajaknya. Menurut pembagiannya pajak 

daerah adalah salah satu sumber dari pendapatan asli daerah (PAD) dimana pajak 

daerah memiliki kontribusi yang besar terhadap perolehan pendapatan asli daerah 

disamping pendapatan dari sektor lainnya yang mempengaruhi perolehan 

pendapatan asli daerah. 
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2.5.2  Jenis-Jenis Pajak Daerah 
 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dibagi 

menjadi beberapa jenis yaitu : 

1. Jenis Pajak Provinsi  terdiri dari : 

a. Pajak Kendaraan Bermotor 

Merupakan pajak atas kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan 

bermotor. Sedangkan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan 

beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan 

darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan 

lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi 

tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor tersebut yang 

bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bisa bergerak. 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  

Merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor 

sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau 

keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, 

atau pemasukan ke dalam badan usaha. 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  

Merupakan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. 

Sedangkan bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan 

bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. 
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d. Pajak Air Permukaan 

Merupakan pajak atas pengambilan dan /atau pemenfaatan air 

permukaan. Sedangkan air permukaan adalah semua air yang terdapat 

pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut 

maupun di darat. 

e. Pajak Rokok 

Merupakan pungutan yang dikenakan atas cukai rokok yang dipungut 

oleh Pemerintah. 

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari : 

a. Pajak Hotel 

Merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan 

hotel adlah fasilitas penyedia jasa penginapan /atau peristirahatan 

termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup 

juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, 

rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah 

kamar lebih dari 10 (sepuluh).  

b. Pajak Restoran 

Merupakan Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. 

Sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan /atau 

minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, 

kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga /atau 

katering. 
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c. Pajak Hiburan 

Merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan hiburan 

adalah semua tontonan, pertunjukan, permainan, dan /atau keramaian 

yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 

d. Pajak Reklame 

Merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan reklame 

adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak 

ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, 

menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum 

terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, 

didengar, dirasakan, dan /atau dinikmati oleh umum. 

e. Pajak Penerangan Jalan 

Merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan 

sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

Merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan 

batuan, baik dari sumber alam di dalam dan /atau permukaan bumi 

untuk dimanfaatkan.  

g. Pajak Parkir 

Merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan 

jalan, baik yang disediakan berkaitan  dengan pokok usaha maupun 

yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat 

penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan parkir adalah keadaan tidak 

bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 
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h. Pajak Air Tanah 

Merupakan pajak atas pengambilan dan /atau pemanfaatan air tanah. 

Sedangkan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau 

batuan di bawah permukaan tanah. 

i. Pajak Sarang Burung Walet 

Merupakan pajak atas kegiatan pengambilan dan /atau pengusahaan 

sarang burung walet. Sedangkan burung walet adalah satwa yang 

termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia 

maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi. 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;dan 

Merupakan pajak atas bumi dan /atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, 

dan /atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan 

yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 

pertambangan.  

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

Merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan /atau bangunan. 

Sedangkan perolehan hak atas tanah dan /atau bangunan adalah 

perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak 

atas tanah dan /atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. 

 

Dari yang telah di deskripsikan diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak 

Daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten, 

dimana yang termasuk dalam pajak provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, 

pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, 
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pajak air permukanaan, dan pajak rokok. Sedangkan yang termasuk dalam pajak 

kabupaten yaitu pajak hotel, pajak restotan, pajak hiburan, pajak reklame, pajak 

penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air 

tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangundan perdesaan dan 

perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 

 

2.5.3  Dasar Hukum Pajak Daerah 
 

Dasar hukum pajak daerah yaitu terdapat pada : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan 

dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

3. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah. 

Dasar hukum tersebut menetapkan bahwa pemerintah daerah 

berwenang mengenakan pajak dan retribusi daerah kepada wajib pajak yang 

berada di wilayah-nya. Pajak daerah tersebut dikenakan untuk mendanai kegiatan 

pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. 

 

 

 

 



19 

 

 

 

2.6 Pajak Kendaraan Bermotor 
2.6.1  Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor 
 

Berdasarkapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak 

daerah dan retribusi daerah, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas 

kepemilikan dan/penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor 

merupakan semua kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan beserta 

gandengannya yang dipergunakan pada seluruh jenis jalan darat serta digerakkan 

oleh peralatan tehnik yang berupa motor atau peralatan yang lain yang berfungsi 

merubah sumber daya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan 

bermotor yang bersangkutan, termasuk juga alat-alat besar yang bisa bergerak. 

Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu jenis pajak yang potensial 

serta memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Pajak ini bertujuan untuk mendapatkan pendapatan negara yang 

digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek pemerintah yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak kendaraan 

bermotor merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh orang atau badan atas 

kepemilikan dan memiluki wewenang atas kendaraan bermotor. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak kendaraan bermotor 

merupakan pajak atas kepemilikan dan/penguasaan kendaraan bermotor. Adanya 

pajak kendaraan bermotor juga bertujuan untuk mendapatkan pendapatan negara 

yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan juga proyek pemerintah 

yang bertujuan untuk  dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  
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2.6.2  Objek Pajak Kendaraan Bermotor 
 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek pajak 

kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan termasuk dalam  

pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

kendaraan beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan 

darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor 

GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage). 

Pajak kendaraan bermotor dikenakan pada objek pajak ini sebagai wujud 

kewajiban pembayaran dari pemilik kendaraan bermotor kepada negara. Pajak 

kendaraan bermotor yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor 

digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, serta untuk 

meningkatkan kualitas layanan publik yang berhubungan dengan transportasi. 

Dapat disimpukan bahwa objek pajak kendaraan bermotor sendiri 

merupakan kepemilikan kendaraan beroda beserta gandengannya yang 

dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan 

di air dengan ukuran isi kotor yang telah dijelaskan diatas. 

 

2.6.3  Subjek Pajak Kendaraan Bermotor 
 

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang 

memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Wajib pajak kendaraan 

bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. 

Dalam hal Wajib pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus 
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atau kuasa Badan tersebut. Subjek pajak kendaraan bermotor merupakan pemilik 

kendaraan bermotor yang wajib membayar pajak kendaraan bermotor setiap 

tahun. Setiap kendaraan bermotor yang terdaftar di Indonesia wajib membayar 

pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Dapat disimpulkan bahwa subjek pajak kendaraan bermotor merupakan 

orang pribadi atau badan yang memiliki  dan /atau menguasai kendaraan bermotor 

tersebut dan pemilik kendaraan bermotor tersebut wajib membayar pajak 

kendaraan bermotor  setiap tahun. 

 

2.6.4  Dikecualian Dari Pengertian Kendaraan Bermotor 
 

Tidak semua kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan 

pajak dikarenakan ada beberapa pengecualian yaitu : 

1. Kereta Api  

2. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan 

pertahanan dan keamanan negara 

3. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, 

perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga 

internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari 

pemerintah 

4. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai Pabrikan atau 

importir yang semata-mata untuk dipamerkan dan dijual; dan 

5. Kendaraan Bermotor yang dikuasai Negara sebagai barang bukti, yang 

disegel atau disita. 
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Dapat disimpulkan bahwa tidak semua kepemilikan atau penguasaan 

kendaraan bermotor itu dikenakan pajak dikarenakan terdapat pengecualian dari 

pengertian kendaraan bermotor itu sendiri seperti yang telah di jabarkaan diatas. 

 

2.6.5  Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor 
 

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan hasil perkalian dari 

2 (dua) unsur pokok yaitu : 

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) 

Merupakan Nilai yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas 

suatu kendaraan bermotor. Dimana harga pasaran umum adalah harga 

rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. 

2. Bobot 

Merupakan Koefisien yang mencerminkan secara relatif tingkat 

kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan 

kendaraan bermotor. 

 

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Lampung yaitu : 

a. Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2019 pasal 

7 tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebesar 1% 

dikalikan 30%  dikalikan dasar pengenaan PKB. 

2. Untuk kendaraan angkutan umum barang sebesar 1% dikalikan 50% 

dikalikan dasar pengenaan PKB. 
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3. Untuk kendaraan bermotor bukan umum sebesar 1,5% dikalikan 

dasarr pengenaan PKB. 

4. Untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial 

keagamaan, pemerintah, instansi pemerintah sebesar 0,5% dikalikan 

dasar pengenaan PKB.  

5. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 

0,2% dikalikan NJKB. 

b. Kendaraan pribadi roda dua, roda empat atau lebih,  untuk kepemilikan 

yang kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif berdasarkan 

alamat dan atas nama yang sama, serta jenis kendaraan besaran tarif 

progresif yang ditetapkan sebagai berikut : 

1. Besaran tarif untuk kepemilikan kedua yaitu 2%. 

2. Untuk kepemilikan ketiga sebesar 2,5%. 

3. Untuk kepemilikan keempat dan seterusnya besaran tarifnya yaitu 

3%. 

 

Rumus Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor  yaitu sebagai berikut =  

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) = Dasar Pengenaan Pajak x Persentase Pajak 

PKB = (Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot) x Persentase Pajak 

 

 

 

 

  



BAB III 

METODE DAN PROSES PENYELESAIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan desain penelitian deskriptif 

kualitatif  yang dimana penulis  memberikan suatu gambaran secara umum terkait 

objek yang diteliti yaitu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung secara jelas 

dan mendapatkan informasi data akurat yang diberikan oleh pihak Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Penulis melakukan wawancara secara 

langsung dengan kepala bidang pajak satu dan juga pegawai  yang ada di  Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Lampung mengenai pengaruh realisasi pajak 

kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi lampung. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis memperoleh informasi data yang bersumber 

dari : 

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh oleh penulis secara langsung dari Badan 

Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung terkait Realisasi dan 

Target Pajak Kendaraan Bermotor serta Pendapatan Asli Daerah Provinsi 

Lampung Periode 2020-2022. 

2. Data Sekunder
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Merupakan data yang diperoleh oleh penulis dengan mempelajari jurnal, 

karangan ilmiah,serta perundang-undangan yang berlaku,  sehingga 

dengan metode ini penulis dapat memperkuat pemecahan masalah yang 

akan dibahas sehubungan dengan penulisan laporan ini. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 
 

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan 

laporan akhir  ini yaitu : 

1. Metode Wawancara 

Metode ini digunakan penulis dengan melakukan tanya jawab secara 

langsung kepada pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi 

Lampung. 

2. Metode Observasi 

Dengan metode ini penulis melihat langsung objek penelitian realisasi 

pajak kendaraan bermotor  yang berhubungan dengan kesadaran wajib 

pajak sehingga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang ada di 

Badan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung. 

3. Studi Dokumentasi 

Metode ini digunakan penulis dengan mengumpulkan data yang 

berhubungan dengan Pajak Kendaraan Bermotor melalui referensi buku, 

peraturan perundang-undangan, serta peraturan daerah. 
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3.4 Objek Kerja Praktik 
3.4.1  Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

 

Lokasi pelaksanaan kegiatan Magang atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung, dengan data 

alamat yaitu sebagai berikut : 

Nama Instansi : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 

Alamat  : Jl. Sultan Hasanudin No. 45, Gn. MAS  Kec. Tlk. 

Betung Utara, Kota Bandar  Lampung, Lampung 

35221. 

  
Gambar 3.1 Lokasi Tempat Prakerin 

 

 

3.4.2  Gambaran Umum Instansi 
 

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung merupakan 

sebuah instansi pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian 

urusan pemerintah provinsi di bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi yang 

menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai 

dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan 
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perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum pembentukan Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Lampung adalah: 

1.  Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Provinsi Lampung. 

2. Peraturan Gubernur No. 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Lampung. 

3. Peraturan Gubernur Lampung No. 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Gubernur Lampung No. 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan, 

Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis 

Daerah Pada Perangkat Daerah Provinsi. 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung mempunyai 392 orang 

pegawai yang terdiri atas 1 orang Eselon III, 20 orang Eselon IV, 59 orang 

Fungsional Umum, dan 312 orang Fungsional Tertentu. Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Lampung mempunyai fungsi berikut: 

c. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan, dan penetapan 

standar/pedoman. 

d. Pembinaan, pengendalia, pengawasan, dan koordinasi  

Pelayanan administratif. 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tersebut maka Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Lampung merupakan unsur pemerintah provinsi yang antara lain 

diberi kewenangan sebagai pengelola pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

dan sekaligus sebagai koordinator di bidang pendapatan daerah. Berdasarkan 

Peraturan Gubernur No. 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, 
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Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 

sebagai berikut : 

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah membawahi : 

a. Kepala Badan 

b. Sekretariat 

c. Bidang Pajak 

d. Bidang Non Pajak 

e. Bidang Pembinaan dan Pengendalian 

f. Bidang Pengembangan Informasi Pendapatan 

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 
Sumber : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 
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3.4.3  Visi dan Misi Instansi 
 

Visi 

“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA” 

(aman, berbudaya, maju dan berdayasaing, sejahtera) 

Misi 

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai. 

2. Mewujudkan “good govermance” untuk meningkatkan kualitas dan 

pemerataan pelayanan publik. 

3. Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan 

kaum difabel. 

4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan 

konektivitas wilayah. 

5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah 

pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan. 

 

 

 

 

 

 

 

  



BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Penelitan ini berkenaan dengan pengaruh realisasi pajak kendaraan 

bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) provinsi Lampung tahun 2020-

2022. Berdasarkan hasil uraian penelitian yang dibahas diatas maka kesimpulan 

yang diperoleh pada penelitian ini yaitu : 

1. Realisasi pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli

Daerah (PAD) Provinsi Lampung pada tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 

2020-2022. Pada tahun 2020 pengaruh realisasi pajak kendaraan bermotor 

terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung sebesar 36,150%, 

pada tahun 2021 pengaruh realisasi pajak kendaraan bermotor terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung persentasenya mencapai 36, 

913%, lalu pada tahun 2022 pengaruh realisasi pajak kendaraan bermotor 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung sebesar 

39,726%. Pada tahun 2022 terlihat paling berpengaruh dikarenakan pada 

tahun ini virus covid-19 mulai pulih dan masa ppkm pun diberhentikan. 

Penyebab adanya peningkatan dikarenakan kesadaran wajib pajak yang 

mulai bertambah, dengan adanya penerimaan realisasi pajak kendaraan 

bermotor dapat membantu pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam 

mencapai stabilitas keuangan, jika realisasi pajak kendaraan bermotor 
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tinggi, maka akan menambah pendapatan asli  daerah (PAD) provinsi 

Lampung.  

 

2. Realisasai Penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2020-2022 masih 

bersifat fluktuatif (berubah-ubah). Pada tahun 2020 sebesar 

Rp.786.228.389.430 dengan persentase sebesar 109, 2% dari target 

Rp.720.000.000.000, pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak 

kendaraan bermotor mengalami penurunan menjadi  Rp. 880.359.093.903 

dengan persentase sebesar 98,92% dari target Rp.890.000.000.000, 

penyebab adanya penurunan realisasi pada tahun 2021 dikarenakan 

pandemi covid-19 yang masih berlangsung hingga tahun 2021 di provinsi 

Lampung menjadi salah satu faktor penurunan realisasi penerimaan pajak 

kendaraan bermotor, dengan adanya pandemi ini sangat berdampak 

terhadap perekonomian wajib pajak sehingga dapat mengurangi daya beli 

masyarakat untuk membeli kendaraan baru maupun membayar pajak 

kendaraan bermotor yang bahkan telah jatuh tempo.  lalu pada tahun 2022 

mengalami peningkatan kembali realisasi penerimaan sebesar 

Rp.929.498.566.249 dengan persentase sebesar 102,71% dari target Rp. 

905.000.000.000, penyebab adanya peningkatan dikarenakan kesadaran 

wajib pajak yang mulai bertambah serta pandemi covid-19 yang sudah 

mulai pulih sehingga berpengaruh terhadap keadaan perekonomian wajib 

pajak yang mulai membaik karena sudah diberhentikan masa ppkmnya.  
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3. Persentase persentase realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

pada tahun 2020 mencapai 95,95% dari target yaitu sebesar 

Rp.2.962.401.653.051.14, kemudian tahun 2021 persentase  realisasi 

penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) meningkat menjadi 97,40% 

dari target sebesar Rp 3.336.257.494.574.50, lalu pada tahun 2022 

persentase realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 

97,57% dari target sebesar Rp.3.784.650.845.884.74. 

Persentase realisasi  penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) provinsi 

Lampung meningkat dari tahun 2020-2022 dikarenakan adanya 

peningkatan partisipasi serta kesadaran masyarakat provinsi Lampung 

dalam membayar pajak sehingga pendapatan asli daerah (PAD) 

meningkat. Hal ini dapat dicapai karena pemerintah daerah provinsi 

Lampung melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai 

pentingnya pembayaran pajak dan juga retribusi agar pembangunan daerah 

di provinsi lampung berjalan dengan baik. 

   

  

5.2  Saran 
 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan Badan 

Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung terus berupaya untuk 

memperbaiki sistem pemungutan yang efisien serta berupaya meningkatkan 

kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga 

Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) provinsi Lampung meningkat.  
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